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RINCE AS Al

Undang-uvndang Nomor 5 Tahun 1974 terntang Pokok - pokok
Pamerintahan di Dasrah memberi aturan untuk wenciptakan hu -
VUL an yany eerasi antara Femerintah Pusat dengan Pemeriotah
Dierah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan sehingga dapat 4i-

carahksn pada pelakaanaan otonomi dasran yang nyata dan ber -

tanggung jawab, dalam arti dengan pemberian otonomi daerazh -

torsebut Daerah yang bersangkutan secara nyxia mampu mengurus

runzh tangganya sendirl serta dip;t menjamin perkembangzan dan
pembangunan LDuerab.,

lenan pesberian ctonomi kepada Daéran maka timbul on
sekuensl adunya penyerahan urusan pemerintanan kepuda Deerxh
disertai perangiat, wlat perlengkapin dan sumber pemdiayasn -
nya. Gleh zarena itu berdasarkuan Fasal 11 Undang-unfany lomor
5 Tahun 1974 dikeluarkan Feraiurzn Femerinitsh Fomor 45 Tahun
1392 tentany Fenyelenggaraan Gtonomi Taerzn dengan Titik He -
rat pad2 Deeran Tingkat II. _

Ssenubungan dengan hal tersebut, maka perlu diadakan pe
relitian tentanzg lenyelenggaraan Ctonoai Baeraﬁ Hidung Keuang
an di kotamadia paerah tvingkat 11 Semarang, dengan maxsud un-
tuk mengetanul tingkat kesispan dan upaya yang dilakukan da -
las menyongsong penyelenggaraan otonomi dseran.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikarn mag -
Taxt bugl pengembangan ilinu pengstahuan Zukum Kawpun pemecah-
anl masalan pexbangunan.

Ketode yang digunaken dalan penelitian inl adulah zeto
Ge pandekatan secara yuridis sosiologis, dengan menggunagan
sanalisies data sBecara kualitatif walwupun dicungkinkan pula a-
nalisis Xuantitatir,

Dari penelitian yang dilukukan dipercleh hasll setagal
berikut ' '

1. rasil terdapat beberapa urusan yang diserankan pada Kotama
dia Umerzh Tingkst I1 Senarang tanpa disertal penysralian
suirber pemnbiayawun sehingge dirasakan swungat memberatkan,

2, Kasalah pembagian sumber pembliayxan wntara Remerintan Fu-
gat, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengsh dan Fezerin -
tak Kotszadia Dasran Tingkat II Semarang eerta tata cara
pehigelolain keuangun daerah audah mengacy pada peraturan-
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perundang-undangan yang berlaku,

Semarang, FPebruari 1995

Feneliti




SUMMARY

Act No. 5 of the year 1974 CORCArAaing Primciples of
Lucal Governing regulates relation betweem National Govarn -
went imd Locul Governsemt according to totallity of Umitary
staie 80 thst it will be directed for real local autoromy -
#md automomy tramnafexr meke the Local Govermemt able to Com =

duct its own home affair amd its guarrintes devalopmant and
improvement itm developement programs

Autoscay tramsferriag to Local Govermmemt givem com -
sequsnca thetl ls trawsferring goverming affair te Loes) Go -
verament wilh its software awd amd hardware. According to
Article Fo. 11 of Act mo, 5 of 1974 NHaetional Govermmeant emac
ted Goveramernt Regulution No. 45 of 19972 concertinx.Execu -
tiom of Loc.l auteaomy with Exphasizing to Sacomxd Stsge ILo-
cel Coveramsaxt, '

To fiad problss snd its solutiom iw axecuting local -
autﬂnoiy, t meede & reasarch for Pimawcial Local Autoxoxy
Executior Ia Jemaramg Muaicipsl im order to kwow itz readi -

reay apd efiortin executing local autonomy,

The result of the research was expected to be able to -
assn for law develomemt amd polve the development prblem.

The methode of the resesarch was smocial yuridical me =
thode by usimgz gualitative data amalypimg though it was pos-
aible to analyze quatitatively.

The research foumd as follow
1. There wag atill several affairs which waz transfered to
Second Stage Local Goverumeat without trawaferrimg its -
finamcial resourcss 2o that it makes some difficulties for

it.
2, Fimamncial respurces distribution problem among Natiomal
Governmeatl, Local Govermwmeat of Central Java and Local

Governmsrt ol Semarang Municipal amd fimamcizl mamagement

was. bDased on formal regulation.
Semarsng, February 19956

REeansarcher
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BAR 1
FENDAHULUAK

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Xesatuan Republik Indonesia ¥Yang dibentuk me-~-

lalul FProklamasi Xemerdekaan 17 Agustus 1945 dan dengan ber
lakunya Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus
1945 memberikan suatu dasar dan aturan dalam penyelenggara
an pemerintahan balk di tingket pusat maupun di daerah. Se
cara konstitusional hal tersebut merupakan psrwujudan Pa-
cal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang memarintahkan dibagi-
nya Negara Indonesla atas daerah beear dan dasrah kecll ma
sing-masing dengan bentuk susunan pemerintanhan yang dite -
tapkan dengan Undang-undang.

Berdagarkan hal tersebut maka telah beberapa kall dl
keluarkan berbagal peraturan perundangan tentang pemarintah
an di daerah, namun dalam sejarah perwujudan Pasal 18 Un -
dang-undang Dasar 1945 ini tidak ada keseragaman dalam pens
rapannya. Hal ini dapat dilihat darl Undang-undang tentang
Pemerintahan 4i Daerah yang dikeluarkan semasa berlakunys -

Undang-undang Dasar 1945 baik dalam periode 1945 sampal 1949

maupun dalam periede 1959 sampai dengan sekarang. Qleh kare
na itu diperlukan suatu peraturan perundangan tentang Peme-
rintahan di Daerah yang sesuai dengan sifat Negara Kesatuan
Republik Indonesia, maka sejauh mungkin kedudukan Pemarin -
tah Daerah dapat diseragamkan sehingga dapat menjamin tersg
lenggaranya tertib pemerintahan, kesatuan bangsa dan lancar
nya pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh wila -
yah tanah alr.

Peranan Daerah dalam upaya meningkatkan penyelengga-
raan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan ke
pada masyarakat sebagal perwujudan negara kesejahteraan ter
nyata cukup penting karens pada dasarnya Femerintah Pusat
tidak dapat menangani semua kepentingan dan kebutuhan masya
rakat di daerah, 0leh karena itu untuk meﬁgurua berbagai ke
pentingao masyarakat di daerah, Pemerintah tidak dapat me -
ninggalkan asas kedaerahan dalam menjalankan pemerintahan,

1



Asas kedaerahan inl mengandung dua macam prinzip pe-
merintahan yaitu dekonsentrasi dap desentralisssi. Kedua
azag inj dalam penyelenggaraan pemerintanan di daerah dilak
sanakan secara bersama-sama dan tidak tertutup kemungkinan_
untuk dilaksanakan pula asas tugas pembantuan, sehingga da-
lam pelaksanaannya di antara ketiga asas tersebut akan ter-
Jalin suatu hubungan yang sangat erat, saling menunjang daun
gsaling melengkapl secara dinamis.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah dikeluarkan dengan maksud dapat nen-
sabarkan hal-nal tersebut dan dapat memberi suatu aturan ba
gaimana menciptakan hubungan yang serasi antara Pemerintahn
Pusat dengan Pemerintah Daerah atas dasar keutuhan Negara Ke
satuan sehingga dapat diarahkan pada pelaksanaan otonormi Da
erah yang nyata dan bertanggung jawabdl yang dapat wenjamin -
perxembangan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan bersa
ma-sama deknsentrasl. ' h

Ferwnjudan dari prinsip otonc¢mi daerabh yang nyasta =~
dan bvertanggung jawab adalah nyata dzlam arti vahwa perteri
an ptonomi daerah kepada Daerah haruslan didasarkan pada fak
tor-faktor, perhitungan-perhjitungan dan tindakan=-tindakan -
atau kebljaksanaan~kebljaksanaap yang benar-benar dapat men
jamin Daerah yang bersangkutan zecara nyata mampu mengurus
ruman tangga sendiri, Bertanggung jawab dalam arti bahwa
pemberian otonomi daerah itu benar-%enar sejalan dengan tu=
juannya, yaitu melancarkan pembangunan di seluruh pelosok
tanah alr dan terciptanya hubungan yang serasl antara FPeme-
rintah Pusat dan Daerah serta dapat menjamin perkembangan
dan pemﬁangunan Daerah,

Dihubungkan dengan isi dan jiwa Pasal 18 Undang-un -
dang Dasar 1945 beserta Fenjelasannya, faris-garia Besar Ha
luan Negara dan Undang-undang Nomor © Tahun 1974 tentang Po
xok-pokok Femerintahan di Daerah, maka pengaturan dan pelak
sanaan kebijaksanaan untuk meletakken titik berat otomoni -
daeran pada Dasrah Tingkat IT, harus disesuaikan denzan prin
sip-prinsip yang menjadi dasar penyelonggaraan pemerintanan
di Daerah yaitu
a. Felaksapaan pemberian otonomi kepada Paerah harug menun-



Jang aepirasi perjuangan rakyat, yaknoi memperkokon Nega-
ra regatuan dan mempertinggi kesejahteraan rakyat Indone
sia seluruhnya;

b. Femderian otonomi kepada laerah harus merupakan otonomi
yang nyata dan bertanzgung jawab;

¢. Asas desentralisasi dilaksanakan bersana-sama dengan asas
dekonsentrasi dengan memberikan kezungkinan pula bagi Pe
laksanaan asas tugaz pembantuan;

d., Pemberian otonoml kepada Daerah mengutamakan aspek kese-
rasian dengan tujuan di samping aspek pendémakraaian:

e. Tujuan pemberian otounomml Kepada Dasrah adalan untuk ne -
rningkatkan pembinaan stabilitas politik dan kKesatuan -
bangzsa.

Ctoneml daerah merupakan hak, wewenang Jan Kewajitan
Daerah untuk mepngatur dan mengurus rurah tangganya sendiri
dengan berdasarkan peraturan perundang—undangan:yang ber_a-
kuy, Daeran yang dimaksud 41 sini adalah daerah otonom baik
itu Daerah Tingkat 1 maupun Daerah Tingkat 11 sebagal ben -
tuk perwujudan dan pelaksanaan asas desentralisasi vaitu su
atu 4548 Yang menyerahkan urusan pemerintanan dari Femerin-
tah atas Dzerah Tingkat atasnya kepada Femerintah Daeran men
Jadl urusan runah tangganya seadiri.

LUengan pemberian otonomi kepada Daeran maka menimbul
kan konsekuensi adanya penyerahan urusan pemerintanan kepa-
da llaerah disertal perangkat, alat perlengkapan dan sumber-
pembiayaannya. Oleh xarena itu tujuan pewmberian otonami xe-
pada Daeran adalah untuk vemungKinkan Zaeran yang bersang -
kutan mengurus Jan mengatur rumain tangsanya sendirl aniuk
weningiatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pene -
rintanan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan e -
laksanaan penbangunan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan ternadap masyara-
kat dan pelaksanaan pembangunan maka Undang-undang homer 5
Tanun 1974 kihususnya Pasal 11 meletakkan titik berat otono-

. mi dasrah pada Daerah Tingkaet 11 dengan periimisangan  behwa

ngerat Tingkat II-lan yang lebih langsung berhubungen detigan

rasyarakat seningga diharapkan dapat lebih mengerti dan memg

nuni asplirasi-aspirasi masyarakat tersebut,



Sebagal peraturan pelaksanaan Pasal 11 Undang-undang
Nowor 5 Tanun 1974 tersebut telah ditetapkan FPeraturan Peme
rintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Qtono
mi Daeran dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II. B

berdasarkan uraian di atas maka perlu diadakan pene-
litian tentang Penyelenggaraan (tonomd Daerah Zidang Keuang
an di Kotamadia Daerah Tingkat I] Semarang.

B. PERUNUSAN MASALAH

Untuk mengetahul sejauh manakah penyelenggaraan otong

mi faerah, khususnya di bidang zeuangan padsa Eotamacdia Tae-
ran Tingkat I1 Semarang, diperiuxan berbagai peraturan psr-
undangan yang dapat mendukung terlaksananya otonoml daeran
sekaligus mekanisme pelaksanaannya. Hal ini dapat dirumus -
kan dalam beberapa masalah yang hanya dapat dijawab dengsan
sustu hasil penelltian yang dikhususkan untuk itu.
Masalah-masalah yang akan diteliti dalam kegiatan pe

nelitian ini antara lain adalah sebagai berikut

1, Dengan penekanan pelaksanaan otonomi daeran pada Daeran
Tingkat 1I, bagaimana pengaruhnya pada Kotamadia Dati II
Semarang 7

2, Persispan apa yang sudah dilakukan Pemerintah ¥otamadia
Dati II Semarang dalam menyambui pelaksanaan otonomi dae
rah berdasarkan PP Momor 4% TPahun 1992 7

3, Apakah pernah dilakukan studi ke beberapa daerah proyek
percontohan otonomi daerah ? Bagaimana nasiluya dan upa-
ya~-upaya apa yang dilakukan ¢leh Pewmerintah Daeran Kota-
madia Datl II Semarang ?

4, DBagaimana konsep otonoml daerah untuk pelaksanaan asas -
desentralisasi, dekonsentrasi dan tupas pembantuan 7

%, Sejauh wmanakah kemampuan Pemerintan Kotamadia Datl II Se
marang dalam menggali Pendapatan Asli Daerah Sendirl
{ PADS ) dan seberapa besar mampu digunakan sebagal sum-
ber pemblayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pe
lakeanaan pembangunan 7

6, Bagalmanakah peranan Dinas-dinas Daerah sebsagal unsur pe
laksana di bidang keuangan 7

]



7. Apakah selama ini ada pembaglan sumber pembiayaan antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat 1 Jawa Te =~
ngah, dan Pemerintah Daerah Tingkat II Semarang 7 el -
putl apsa saja dan bagaimana prosedurnya ?

B. Bagaimandkih tata cara pengelolaan keuangan daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan d4i Fotama -
dis Daerah Tingkat 1I Semarang ?





